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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Sabili & Sunaningsih (2022), Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan sebuah badan akuntansi dan 

pelaporan yang bertanggung jawab atas perencaan, pelaksaan dan pengelolaan 

keuangan daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPPKAD) adalah entitas pemerintah yang memiliki fungsi penting dalam 

pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam suatu wilayah yurisdiksi. Keberadaan 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) memiliki 

peran penting dalam meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab 

pengelolaan keuangan daerah (Tampang et al., 2022). Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bertanggung jawab atas 

perencanaan strategis, administrasi yang efisien, pengawasan yang efektif, dan 

pemanfaatan uang publik dan aset daerah, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam PERBUP 

Kabupaten Cilacap Nomor 167 Tahun 2020, setiap bidang di bawah BPPKAD 

memiliki tanggung jawab dan peran tertentu. 

Di era saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang 

signifikan, penggunaan sistem informasi menjadi sangat penting untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas prosedur akuntansi di 

lembaga publik. Pengelolaan data khususnya pada data keuangan pemerintah 

daerah harus diimbangin dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat 

supaya menghasilkan data yang efektif dan efisien. PP Nomor 12 Tahun 2019 

berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah 

mencakup seluruh proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan daerah (Warongan et al., 2022). 

Adapun petunjuk teknis terkait pengelolaan keuangan daerah diatur dalam 

PEMENDAGRI Nomor 77 tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan sistem 

informasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah. 

Pentingnya sistem informasi dalam pengelolaan data, khususnya pada 

pemerintah daerah seperti Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, mengharuskan diterapkannya sebuah 

sistem yang komprehensif yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan 

operasionalnya. Sistem ini biasa disebut dengan Sistem Informasi Manajemen 

(Kinasih, 2022). Sistem informasi manajemen digunakan di pemerintah daerah 

untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah atau organisasi. Pengelolaan data 

yang efektif membutuhkan sistem informasi yang dapat menyediakan penyimpanan 

data yang aman. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141 / 

KMK.07 / 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 1 menyebutkan 

bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD merupakan salah satu wadah 

yang diberikan oleh menteri keuangan untuk mengumpulkan, memvalidasi, 

mengolah, menganalisis data dan menyediakan informasi keuangan daerah guna 

merumuskan kebijakan dalam pembagian dana hingga evaluasi kinerja keuangan 

daerah, pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Cilacap memiliki sistem informasi untuk menunjang kegiatannya yang 

dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS).  

Pengenalan dan pemanfaatan Financial Management Information System 

(FMIS) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang 

diimplementasikan sebagai alat pengelolaan keuangan dalam bentuk sistem 

informasi yang di komputerisasi bagi pemerintah daerah. Di era Revolusi Industri 

4.0, teknologi informasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi operasi dan 

manajemen pemerintahan, yang secara signifikan berdampak pada efektivitas 

pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi. Peraturan Presiden Nomor 

95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

mengamanatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk 

memanfaatkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan bertanggung jawab atas 

hasil pengelolaan keuangan sesuai dengan kewajiban dan perannya dalam mencapai 

pembangunan yang baik. Teknologi informasi yang menggunakan web basis seperti 

Financial Management Information System (FMIS) akan mengalami beberapa 

kendala yang mungkin akan mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam 

penyusunan laporan keuangan yaitu berhubungan dengan kondisi perangkat lunak 
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hingga perangkat keras yang digunakan. Rumondor et al. (2023) mengatakan 

bahwa FMIS merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan 

daerah dimulai dari tahapan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban serta untuk 

penunjang dalam penyusunan LKPD. 

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang didasarkan pada Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 pasal 391, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan 

informasi Pemerintah Daerah melalui sistem Informasi Pemerintah Daerah. 

Akibatnya, pemerintah daerah mengalami penyesuaian dan perubahan. Seluruh 

pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menghadapi 

tantangan yang sama ketika menggunakan aplikasi FMIS berbasis web yang baru. 

Tantangan-tantangan ini menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan 

kegiatan secara efektif di BPPKAD Kabupaten Cilacap. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Aplikasi Financial Management Information System 

(FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi saat implementasi Aplikasi Financial 

Management Information System (FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukaan untuk mengatasi kendala saat implementasi 

Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap? 

1.3 Tujuan Magang  

Kegiatan magang ini dilaksanakan untuk menguji : 

1. Untuk mengetahui implementasi Aplikasi Financial Management Information 

System (FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPPKAD) Kabupaten Cilacap. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat pengimplementasian Aplikasi 

Financial Management Information System (FMIS) pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap 
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3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala saat pengimplementasian Aplikasi 

Financial Management Information System (FMIS) pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. 

1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Bagi Mahasiswa  

1. Memberikan pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja secara nyata, 

melatih kedisiplinan, mental hingga rasa percaya diri dalam mempersiapkan 

terjun dalam dunia kerja. 

2. Membantu mengimplementasikan ilmu pengetahuan khususnya Akuntansi 

yang didapat selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja. 

3. Meningkatkan pengetahuan mengenai sistem akuntansi yang diterapkan oleh 

instansi tersebut. 

3.4.2 Bagi BPPKAD Kabupaten Cilacap 

1. Membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan secara maksimal 

dalam kegiatannya. 

2. Mendapatkan sudut pandang baru yang akan membantu perusahaan dalam 

berinovasi kedepannya. 

3. Memungkinkan terjalinnya hubungan yang baik antara instansi terkait dengan 

perguruan tinggi. 

3.4.3 Bagi Universitas Islam Indonesia 

1. Sebagai langkah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas sehingga dapat 

melahirkan SDM yang siap untuk menghadapi dunia kerja. 

2. Menciptakan relasi yang baik dan luas antar Universitas Islam Indonesia 

dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Cilacap. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Teori Implementasi  

Dalam pelaksaan kebijakan publik implementasi merupakan salah satu tahap 

yang cukup penting, karena agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai perlu adanya 

kegiatan dan tindakan secara nyata melalu proses implementasi. Seperti yang 

didefinisikan oleh KBBI, istilah "implementasi" mengacu pada tindakan 

menerapkan atau melakukan operasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Implementasi adalah proses melakukan aksi atau mekanisme dasar di dalam suatu 

sistem. Ini melibatkan aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. (Usman, 2002).  

George E III (1980) implementasi adalah fase dimana suatu kebijakan 

diterapkan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Kesimpulan dari 

beberapa pendapat para ahli implementasi serangkaian langkah dan aktivitas 

terstuktur yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan atau sistem secara 

efektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2.2 Model Implementasi George C. Edward III 

Teori model implementasi yang dikemukakan oleh (Edward, 1984) menurut 

Nugroho (2017) implementasi melibatkan empat variabel yang saling berkaitan 

dalam pelaksanaannya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokasi, meskipun demikian terdapat perbedaan penilaian dari masing-masing 

variabel tersebut, dimana variabel komunikasi dan sumber daya organisasi 

dianggap lebih signifikan. Namun secara teoritis setiap variabelnya tetap memiliki 

peran yang sama pentingnya dalam seluruh rangkaian proses implementasi 

kebijakan.  

Menurut Edward III dalam Widodo (2007:98) komunikasi merupakan 

serangkaian bentuk penyampaian informasi yang perlu untuk disampaikan kepada 

penggunanya agar pengguna dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan 

untuk menjalankan kebijakannya, selain itu sumber daya memiliki peran yang 

cukup tinggi dalam penerapan suatu kebijakan, dalam hal ini sumber daya yang 

dimaksud yaitu sumber daya manusia dan sumber daya penunjang seperti sarana 

dan prasarana yang disediakan.  
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2.3 Sistem Informasi  

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang tedapat pada suatu organisasi 

yang mengintegrasikan kebutuhan pengolahan transaksi yang mendukung fungsi 

operasional serta manajerial suatu organisasi, selain itu sistem juga menyediakan 

informasi untuk para stakeholder (Rumondor et al., 2023). 

Nasution & Nurwani (2021) tujuan dari sistem informasi untuk menghasilkan 

sebuah informasi, sistem informasi merupakan data yang diolah yang nantinya 

dapat digunakan oleh para penggunannya tetapi tidak sesederhana hanya data yang 

diolah saja tetapi sistem informasi ini mengolah data secara tepat baik dari segi 

waktu hingga untuk siapa dan untuk apa data itu digunakan. Berdasarkan 

pemahaman yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

dalam suatu organisasi tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan pengelolaan data 

transaksi operasional dan manajerial, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan 

suatu informasi yang bermanfaat. Sistem informasi juga tidak hanya mencakup 

pengelolaan data menjadi data yang berguna tetapi juga menekankan pentingnya 

ketepatan waktu, sasaran penggunanya, dan tujuan dari penggunaan data tersebut. 

Oleh karena itu, sistem informasi pada sebuah organisasi menjadi kunci dalam 

menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pemangku 

kepentingan /stakeholder. 

2.4 Financial Management Information System (FMIS) 

Perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan peraturan pemerintah telah 

mempengaruhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Salah satu peraturan 

tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang berfokus pada 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menekankan 

perlunya pengembangan data, keuangan, dan kinerja daerah di tingkat nasional 

untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pemantauan kebijakan. Selain itu, 

peraturan ini juga mengakui perlunya aplikasi dan unit organisasi yang saling 

terhubung untuk memenuhi kebutuhan data nasional. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk meningkatkan aplikasi SIMDA dalam hal kemajuan teknologi dan 

kepatuhan terhadap peraturan. Transformasi SIMDA menjadi SIMDA Next-G 

dilakukan untuk memungkinkan BPKP meningkatkan dan menegakkan standar 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan 
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untuk memastikan bahwa aplikasi SIMDA tetap up-to-date dan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Aplikasi SIMDA Next-G berbasis Web atau lebih dikenal 

dengan Financial Management Information System (FMIS) merupakan hasil 

pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Seperti yang dikatakan oleh Prastyo (2023) SIMDA  

merupakan penyedia informasi yang cepat, tepat, akurat serta lengkap untuk 

menunjang segala kegiatan dari pengelolaan keuangan hingga penyusunan 

kebijakan sehingga SIMDA selalu mengalamai pembaruan sistem untuk 

memudahkan para penggunaanya. 

Rumondor et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan 

daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara digunakan dua aplikasi yang saling 

berhubungan, yaitu SIPD dan FMIS untuk belanja daerah. Aplikasi SIPD 

digunakan untuk mencatat atau menginput transaksi yang telah direalisasikan 

dengan SP2D, sedangkan aplikasi FMIS digunakan untuk mencatat atau menginput 

data-data penatausahaan. Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Financial 

Management Information System (FMIS) merupakan aplikasi baru yang sudah 

digunakan oleh seluruh bidang pada BPPKAD. Financial Management Information 

System (FMIS) ini merupakan sistem yang dikembangkan dari basis SIMDA 

dengan tujuan untuk mempermudah manajemen keuangan daerah. Didalam 

Financial Management Information System (FMIS) antara lain : 

1. Perencanaan Lima Tahunan 

Dalam menu ini berisi terkait input data perencanaan lima tahunan yang 

dilakukan oleh fungsi perencanaan pada pemerintah daerah. 

2. Perencanaan Tahunan 

Dalam menu ini berisi terkait input data perencanaan tahunan yang 

dilakukan oleh fungsi perencanaan pada pemerintah daerah. 

3. Penganggaran  

Dalam menu ini berisi terkait input data perencanaan tahunan yang 

dilakukan oleh fungsi perencanaan pada pemerintah daerah. 

4. Penatausahaan  
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Dalam menu ini berisi terkait input seluruh transaksi keuangan yang 

dilakukan baik penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang 

dilakukan oleh fungsi penatausahaan pada Pemerintah Daerah. 

5. Pelaporan 

Dalam menu ini menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan SAL dan Laporan 

Arus Kas. 

6. SAKIP 

Dalam menu ini menghasilkan input kinerja pemerintah daerah sesuai 

dengan pertanggungjawaban. 

Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap segala kegiatan dalam pengelolaan 

keuangan daerah sudah dilakukan menggunakan aplikasi FMIS, artinya dari 

penginputan transaksi hingga penatausahaan sudah menggunakan aplikasi 

FMIS seperti yang dilakukan oleh bidang akuntansi dan pelaporan pada 

BPPKAD dimana bidang tersebut menghasilkan output yaitu beberapa laporan 

dari aplikasi FMIS antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional hingga Laporan Tahunan yang semuanya diolah menggunakan 

aplikasi FMIS. 

2.5 Kajian Penelitian Sebelumnya  

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

No Penulis Judul  Objek  Hasil 

1 Inzany et 

al. (2022) 

Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Dalam Perencanaan 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

 Temuan studi menunjukkan 

bahwa komponen yang 

mempengaruhi hasil adalah 

sumber daya manusia dan 

sumber daya nonmanusia, 

termasuk infrastruktur dan 

keuangan. Isu-isu 

pendukung muncul, 

sehingga sangat penting 

untuk meningkatkan daya 
dukung untuk meningkatkan 

pencapaian organisasi. 

2 Tumanduk 

et al. 

(2022) 

Analisis Penerapan 

Sistem dan Prosedur 

Penyusunan Laporan 

Realisasi Anggaran 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Provinsi 

Temuan dari riset ini 

menyatakan bahwa terjadi 

peralihan perangkat lunak 

aplikasi dari Sistem Informasi 



9 

 

No Penulis Judul  Objek  Hasil 

Pada Badan 

Pendapatan Daerah 

Provinsi 

Sulawesi Utara 

Sulawesi 

Utara 

Manajemen Keuangan Daerah 

(SIMDA) ke Sistem Informasi 

Manajemen Keuangan 

Pemerintah Daerah (FMIS), 

yang mengakibatkan 

penggunaan awal aplikasi 

FMIS masih belum optimal. 

Beberapa kendala muncul 

pada tahap awal penerapan, 

seperti keberadaan beberapa 

menu yang masih belum 

lengkap, sulitnya akses 

jaringan yang mempengaruhi 

kinerja aplikasi, dan seringnya 

terjadi kesalahan dalam 

aplikasi. Situasi ini 

menyebabkan terhambatnya 

proses pengumpulan data dan 

dokumen dasar untuk 

penyusunan laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan, khususnya Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) di 

setiap Unit Pelaksana Teknis 

Badan Pendapatan Daerah 

(UPTB). Akibatnya, proses 

penyusunan dan penyajian 

LRA mengalami 

keterlambatan yang signifikan. 

Dalam menghadapi kendala-

kendala tersebut, Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara (BAPENDA) 

selalu berupaya untuk tetap 

mengikuti perkembangan dan 

perbaikan yang dilakukan 

pada aplikasi FMIS ini. 

3 Nasution & 

Nurwani 

(2021) 

Analisis Penerapan 

Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah 

(SIPD) Pada Badan 

Pengelola Keuangan 

Dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota 

Medan 

BPKAD 

Kota 

Medan 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa Sistem 

Informasi Pemerintah 

Daerah (SIPD) Kota Medan 

telah melakukan kebijakan 

yang diperlukan untuk 

menunjang kegiatannya, 

serta SIPD berfungsi untuk 

memuat sistem perencanaan 
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No Penulis Judul  Objek  Hasil 

pembangunan daerah dan 

sistem keuangan daerah. 

4 Rumondor 

et al. 

(2023) 

Analisis 

Implementasi 

Aplikasi Sistem 

Informasi 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan Dalam 

Pelaksanaan 

Belanja Daerah Pada 

BKAD Provinsi 

Sulawesi Utara 

BKAD 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara 

Hasil dari penelitian ini 

mengatakan bahwa 

implementasi aplikasi sistem 

informasi dalam pengelolaan 

keuangan daerah BKAD 

Provinsi Sulawesi Utara 

memerlukan pentingnya 

komunikasi, koordinasi dan 

pengelolaan sumber daya 

yang efektif untuk 

keberhasilan sistem 

informasi yang digunakan 

untuk pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah, 

penelitian ini juga 

menekankan perlu ada 

peningkatan secara terus 

menerus sumber daya untuk 

meningkatkan efisiensi dan 

transparansi pengelolaan 

keuangan. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yaitu hubungan antar konsep dari masalah yang akan diteliti 

(Setiadi, 2023). Kerangka konseptual adalah struktur konsepsi atau ide pokok yang 

menjadi dasar pemahaman suatu penelitian, membantu mengidentifikasi hubungan antar 

konsep dan merinci kerangka kerja penelitian. Penelitian yang efektif memerlukan 

langkah-langkah yang sistematik untuk mengumpukan data dimana jika dilakukan 

dengan tepat akan menghasilkan penelitian yang tersruktur. Oleh karena itu, kerangka 

konseptual diperlukan untuk mendukung arah dan kualitas penelitian. Sehingga penelitian 

yang dilakukan dapat dipertahankan kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 



12 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana proses analisis atau proses 

untuk menjawab suatu penelitian yang tidak berdasar pada angka atau parameter 

statistik, pembahasan dari proses penelitian kualitatif ini berdasarkan pada 

penjelasan secara naratif. 

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah sebuah 

pendekatan terhadap studi ilmiah yang berlandaskan pada perspektif filosofis. 

Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan 

data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini menghasilkan data 

kualitatif. Tujuan utama dari teknik penelitian kualitatif adalah untuk meneliti dan 

menjelaskan fenomena atau subjek penelitian melalui pengamatan interaksi sosial, 

sikap, dan persepsi orang atau kelompok. Peneliti kualitatif memiliki keyakinan 

mengenai proses pengujian teori deduktif, strategi untuk mengurangi bias, kontrol 

elemen kontrafaktual, dan kapasitas untuk menggeneralisasi dan mereplikasi 

temuan mereka. 

3.2 Sumber dan Data Penelitian 

Sujarweni (2019) sumber data mengacu pada entitas dari mana data penelitian 

diperoleh. Ketika peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara, 

orang yang memberikan respons atau menjawab pertanyaan disebut responden. 

Mereka dapat memberikan jawaban dalam bentuk tertulis atau lisan. 

Penelitian ini mengumpulkan data secara langsung dari Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. Data yang 

digunakan oleh peneliti meliputi data primer dan sekunder. Sugiyono (2019), 

sumber data adalah sebagai berikut : 

1.  Data primer adalah data yang bersumber langsung dari Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPAKD) Kabupaten Cilacap dan 

diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. 

2.  Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari 
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Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Cilacap.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Para peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data, 

oleh karena itu prosedur pengumpulan data merupakan tahap yang krusial dan 

utama dalam sebuah penelitian. Tanpa memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti 

tidak dapat melaksanakan penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013) prosedur 

pengumpulan data merupakan tahap yang krusial dan utama dalam sebuah 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang 

akurat. 

Teknik pengumpulan data mengacu pada metode atau prosedur yang 

digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data, seperti yang 

dinyatakan oleh Ridwan (2012:51).  

Proses pengumpulan data yang sesuai dan tepat untuk rumusan masalah yang 

telah disebutkan dalam penelitian ini meliputi dua metodologi pengumpulan data, 

yaitu: 

1. Penelitian Lapangan, penelitian dilakukan dengan cara terjun secara langsung 

ke instansi yang menjadi objek penelitian, data yang diperoleh sebagai besar 

hasil dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

kepada pada staf bidang Akuntansi dan Pelaporan meliputi kepala bidang, 

kepala sub bidang akuntansi dan pelaporan, kepala bidang verifikasi dan 

beberapa staf. 

2. Studi Pustaka, data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan 

menelusuri dokumen seperti dokumen laporan keuangan , dokumen Peraturan 

Bupati Cilacap serta dokumen peraturan perundang undangan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010) mendefinisikan prosedur analisis data sebagai 

proses sistematis pengaturan dan pemeriksaan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tahapan-tahapannya meliputi 

mengkategorikan materi, memecahnya menjadi komponen-komponen yang 

berbeda, mensintesiskan informasi, mengorganisasikan pola, memilih fitur-fitur 
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yang signifikan untuk dianalisis, dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. 

Menurut Wijaya (2018), keabsahan data merupakan faktor penting dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan konsep yang 

dinamis dan rumit, ditandai dengan aspek-aspek yang tidak statis atau berulang. 

Keabsahan data dapat dipastikan dengan penerapan teknik triangulasi data setelah 

prosedur pengumpulan data selesai.  

Triangulasi, seperti yang didefinisikan oleh Norman K Denkin dirujuk oleh 

Rahardjo (2012), adalah pemanfaatan beragam metodologi untuk menganalisis 

peristiwa yang saling berhubungan dari beberapa sudut pandang dan sudut pandang. 

Triangulasi mencakup beberapa komponen, yaitu: 

1. Triangulasi metodologi melibatkan perbandingan informasi yang diperoleh 

melalui penggunaan metode wawancara, observasi, dan survei oleh para 

peneliti. 

2. Triangulasi antar peneliti melibatkan penggunaan beberapa informan dalam 

pengumpulan dan analisis data, dengan syarat bahwa informan tersebut 

memiliki keahlian dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

berlangsung. 

3. Triangulasi sumber data melibatkan penggunaan berbagai sumber data dan 

metodologi, seperti wawancara, observasi, arsip, dokumen historis, catatan 

resmi, catatan pribadi, dan foto. 

4. Triangulasi teori adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil akhir. Metode ini 

melibatkan perumusan informasi atau pernyataan tesis, yang kemudian 

dibandingkan dengan sudut pandang teori yang sesuai. Perbandingan ini 

membantu mencegah bias dalam kesimpulan yang diambil dari penelitian. 

Langkah ini tidak dapat disangkal menantang karena peneliti harus memiliki 

ketajaman yang terampil untuk menyandingkan temuan mereka dengan 

pendapat-pendapat tertentu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengkaji 

data. Metode ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, penafsiran, dan analisis 

data untuk memberikan informasi yang komprehensif untuk tujuan pemecahan 
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masalah. Untuk menilai keakuratan data yang termasuk dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan kombinasi triangulasi dimana prosedur yang digunakan yaitu 

triangulasi metodologi dan triangulasi sumber data. Hal ini melibatkan peneliti 

untuk menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data. Ada beberapa 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam trianagulasi 

metodologi ini,  peneliti mengunakan tiga teknik untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini yaitu observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.
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BAB IV  

PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG 

4.1 Profil Perusahaan  

Setiap daerah memiliki lembaga pemerintahannya masing-masing, termasuk 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten 

Cilacap yang secara khusus menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten 

Cilacap merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk 

mengelola keuangan dan aset daerah secara langsung. BPPKAD memiliki peran 

dan tanggung jawab yang spesifik, serta visi dan tujuan. 

4.1.1 Kedudukan BPPKAD 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

adalah badan pemerintah yang berfungsi sebagai badan pengatur untuk Kabupaten. 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dipimpin 

oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

4.1.2 Tugas dan Fungsi 

1. Tugas 

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 

2. Fungsi 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam 

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Keuangan. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keuangan; 

d. Pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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4.1.3 Visi dan Misi 

 

Gambar 4.1 Visi dan Misi 

4.1.4 Susunan Organisasi 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Cilacap memiliki susunan organisasi sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap 

 

4.2 Rencana Program Magang  

4.2.1 Tempat dan Waktu Kegiatan 

Hari  :  Senin s.d Jumat 

Waktu :  70 (Tujuh Puluh) hari kerja / 3 bulan 
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Tanggal :  4 September 2023 s.d 4 Desember 2023 

Tempat  :  Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPPKAD) Kabupaten Cilacap  

Alamat :  Jl. Jendral Sudirman No.007 Sidakaya Dua, Sidakaya, Kecamatan 

Cilacap selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53212 

Bidang :  Akuntansi dan Pelaporan 

4.3 Data Peserta 

Nama  : Indah Aprilia Putri 

NIM  : 20312419 

Program Studi  : Akuntansi 

Fakultas  : Bisnis dan Ekonomika 

Perguruan Tinggi  : Universitas Islam Indonesia 

Semester  : VII (Tujuh) 

No. Hp  : 081326190848 

Email  : 20312419@students.uii.ac.id 

 

Tabel 4.1 Kegiatan Magang 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Minggu 

I 

4-8 September 

2023 

Pengenalan lingkungan dan budaya organisasi di 

BPPKAD Kabupaten Cilacap 

Minggu 

II 

 

11-15 

September 

2023 

Bimbingan dan pengenalan materi dan tugas yang ada pada 

bidang akuntansi dan pelaporan 

Minggu 

III 

 

18-22 

September 

2023 

Mengerjakan tugas yang diberikan dengan mentor, seperti 

mengolah data prosedur analitis antar akun laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap, mengolah data 

SP2D Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selain itu juga 

membuat topik untuk penelitian laporan magang. 

Minggu 

IV 

 

25-29 

September 

2023 

Mendiskusikan dan meminta persetujuan atas topik 

laporan magang yang sudah ditentukan kepada instansi 

terkait, setelah mendapat persetujuan penulis mulai 

meminta dokumen dokumen pendukung terkait penelitian 

yang akan penulis lakukan kepada instansi terkait. 
Minggu 

V 

02 – 06 

Oktober 

Menyusun proposal dengan topik yang sudah disetujui 

untuk laporan akhir magang. 

Minggu 

VI 

09 – 13 

Oktober 

Melakukan wawancara terhadap pihak pihak yang 

dianggap memiliki informasi yang memadai untuk 

keperluan penelitian, serta mulai melakukan pengambilan 

video pelaksanaan magang. 

mailto:20312419@students.uii.ac.id
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Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Minggu 

VII 

16 -20 

Oktober 

Mulai melakukan finalisasi laporan akhir magang yang 

sudah di jalani. 

Minggu 

VIII 

 

23 – 27 

Oktober 

Mengecek dan memastikan bahwa semua dokumen dan 

data yang diperlukan untuk menunjang pembuatan laporan 

magang sudah didapatkan dan cukup. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini data dan informasi yang terkumpul dilakukan dengan metode 

wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 di BPPKAD Kabupaten 

Cilacap, tema dalam wawancara ini berkaitan dengan Aplikasi Financial Management 

Information System (FMIS) dimulai dari latar belakang, pengimplementasian, sumber 

daya manusia, sumber daya pendukung seperti infrastruktur dan sarana prasarana, serta 

kendala yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut, informan dalam wawancara ini adalah staf bidang Akuntansi dan Pelaporan 

sebagai berikut :  

01. Kepala Bidang 

02. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

03. Kepala Sub Bidang Verifikasi 

04. Staf 1 

05. Staf 2 

5.1 Hasil Penelitian  

Implementasi Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) 

Terhadap Pengelolaan Keuangan BPPKAD Kabupaten Cilacap. 

 

Tabel 5.1 Pelaksanaan Implementasi Aplikasi Financial Management Information 

System (FMIS) 

 

NO TRIANGULASI 

 KODING INFORMAN SUMBER 

LAIN 

TEMA 

1 Pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh 

BPPKAD Kabupaten 

Cilacap yaitu membuat perda 

dan perbup 

pertanggungjawaban APBD 

meliputi penyusunan KUA 

dan PPAS, menyusun APBD 

perubahan Kabupaten 

Cilacap, melaksanakan 

Pencairan atas APBD 

Kabupaten Cilacap, selain 

 

 

 

 

 

01, 02, 03 

 

 

 

 

 

 

Peraturan / 

Regulasi terkait 

dengan 

penerapan 

sistem 

informasi pada 

pemerintahan 
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itu BPPKAD sesuai dengan 

tupoksinya BPPKAD bidang 

akuntansi dan pelaporan juga 

menyiapkan laporan 

keuangan pemerintah daerah 

yang nantinya akan diaudit 

oleh BPK, hal sesuai dengan 

PERBUP Kabupaten 

Cilacap Nomor 167 Tahun 

2020. 

Financial management 

information system (FMIS) 

merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk 

pengelolaan keuangan 

daerah dalam pelaksaan 

perencanaan, penatausahaan, 

penyusunan RKA DPA, 

pengesahan DPA pelaksaan 

APBD dan penyusunan 

laporan keuangan seluruh 

kegiatan ini dilaksanakan 

menggunakan sistem 

informasi yang sudah 

disediakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Cilacap 

sesuai dengan Permendagri 

Nomor 70 Tahun 2019. 

Aplikasi ini dibuat oleh 

dengan web base dengan 

tujuan untuk mempermudah 

akses akan hal ini bisa 

dikatakan FMIS ini sangat 

bergantung pada koneksi / 

jaringan internet serta server 

yang memadai. Tetapi 

dengan dirancang nya FMIS 

dengan sistem informasi web 

base memudahkan 

penggunanya karena dapat 

diakses dimana saja, sistem 

aplikasi ini merupakan 
sistem yang dirancang oleh 

BPKP pusat sehingga 

cakupannya luas dan diakses 

oleh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Provinsi kota 

ataupun kabupaten, selain itu 
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penerapan sistem informasi 

ini juga tak lepas dari 

kendala kendala teknis. 

BPPKAD merupakan 

organisasi pemerintah 

daerah yang melaksanakan 

belanja daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya sebagai 

unsur pengelola keuangan 

daerah, oleh karena itu 

fasilitas sarana dan prasarana 

yang disediakan oleh 

BPPKAD Kabupaten 

Cilacap sudah memadai, 

dengan sarana dan prasarana 

yang memadai membantu 

dalam penyediaan dan 

pengelolaan informasi 

karena pada FMIS ini 

memiliki alur yang terarah 

dan sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, 

namun pada aplikasi yang 

digunakan yaitu aplikasi 

FMIS masih mendapati 

beberapa kendala dimana 

terkadang server down 

karena kendala jaringan, 

selain itu FMIS ini belum 

bisa menghasilkan laporan 

LRA LO dan Neraca 

bulanan, dan seringkali 

jurnal tidak terentri pada 

system. 
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Tabel 5.2 Kendala pengimplementasian Aplikasi Financial Management 

Information System (FMIS) terhadap peengelolaan keuangan pada BPPKAD 

Kabupaten Cilacap 

 

NO TRIANGULASI 

KODING INFORMAN SUMBER 

LAIN 

TEMA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

SDM merupakan salah satu 

sumber daya utama dalam 

pengimplementasian aplikasi 

FMIS dimana bisa dikatakan 

SDM ini memiliki pengaruh yang 

besar dalam pengimplementasian 

/ penggunaan aplikasi FMIS ini, 

selain itu Sumber daya penunjang 

yang digunakan yaitu aplikasi 

FMIS yang merupakan sistem 

informasi web base dan masih 

masih terus dalam proses 

pengembangan pastinya akan 

mendapati beberapa kendala 

teknis dalam proses pembuatan 

laporan keuangan serta sering 

terjadinya error dalam 

pembuatan jurnal. Aplikasi FMIS 

ini tidak bisa lepas dari jaringan 

internet untuk mengaksesnya, 

aplikasi FMIS ini dapat diakses 

oleh seluruh SKPD pada 

Kabupaten Cilacap baik 

badan/dinas kecamatan dan 

BLUD (Puskesmas dan RSUD) 

 

Komunikasi antara staf pada 

BPPKD terkait dengan 

pengimplementasian FMIS sudah 

dilaksanakan dengan cukup baik, 

selain itu jika terdapat kendala 

pada aplikasi FMIS pihak 

BPPKAD langsung 

mengkomunikasikan dengan 

pihak pembuat aplikasi ini yaitu 
BPKP dimana sejauh ini kendala 

yang dihadapi sudah 

mendapatkan respon yang cukup 

baik oleh BPKP, BPKP selaku 

pembuat aplikasi juga selalu 

memberikan informasi secara 
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lengkap jika terjadi 

pengembangan aplikasi ataupun 

adanya perubahan kebijakan. 

 

Tabel 5.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengimplementasian 

Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) terhadap pengelolaan 

keuangan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap 

 

NO TRIANGULASI 

KODING INFORMAN SUMBER 

LAIN 

TEMA 

 Menerapkan sistem 

informasi untuk 

menunjang seluruh 

kegiatan yang ada 

seperti FMIS dan 

memberikan pelatihan 

secara rutin dan terus 

meng update ketika ada 

pembaruan sistem 

ataupun kebijakan yang 

ada. 

 

 

01, 02, 03, 04, 05 

 

 

 

 

 

 

 

Studi 

Dokumentasi 

 

Upaya untuk 

mengatasi 

kendala yang 

dihadapi. 

 

 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Analisis Implementasi Aplikasi Financial Management Information System 

(FMIS) 

Sistem informasi pemerintah merupakan pengembangan dari serangkaian 

sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan pelaksananya yang 

bekerja dan saling mendukung dalam pengelolaan data dengan tujuan untuk 

menghasilkan informasi yang bermanfaat (Nataniel et al.,2009). Pada era yang 

didominasi oleh kemajuan teknologi informasi, pengimplementasian sistem 

informasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan 

dan proses akuntansi organisasi publik lebih efisien, transparan dan akuntabel, hal 

ini pada BPPKAD Kabupaten Cilacap didukung dengan adanya Aplikasi sistem 

informasi dimana dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menunjang seluruh 

aktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

Aplikasi Sistem informasi yang digunakan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap yaitu 

aplikasi Financial Management Information System (FMIS) aplikasi ini digunakan 
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untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, 

penyusunan RKA DPA, pengesahan DPA, pelaksanaan APBD, penyusunan 

Laporan Keuangan Daerah seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional, neraca dan lain sebagainya serta Laporan Pertanggungjawaban, 

aplikasi FMIS Ini digunakan oleh seluruh S KPD baik badan/dinas kecamatan dan 

BLUD (Puskesmas dan RSUD). Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap khususnya 

pada BPPKAD sebelum penggunaan FMIS BPPKAD menggunakan SIMDA sejak 

tahun 2014 dengan SIMDA yang berbasis desktop terhitung sejak 2014 hingga 

2022. 

Sejak awal penggunaan SIMDA hingga tahun 2022 SIMDA yang berbasis 

desktop terus dikembangkan hingga sekarang berubah menjadi FMIS dan menjadi 

web base, namun pada saat masa peralihan dari SIMDA ke FMIS menurut informan 

tahapan pengelolaan keuangannya yang dimulai dari penatausahaan hingga 

pertanggungjawaban hampir sama alur pengoperasiannya tetapi tetap ada 

penyesuaian dan perubahan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan. Sebagai 

contoh berdasar dari pernyataan yang diberikan informan implementasi aplikasi 

FMIS ini jika dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh aplikasi ini sudah sesuai 

dengan salah satu tugas dari BPPKAD yang diatur dalam PERBUP Kabupaten 

Cilacap Nomor 167 Tahun 2020 yaitu membuat laporan keuangan, dimana salah 

satu output yang di keluarkan oleh FMIS adalah laporan keuangan baik Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca hingga Laporan keuangan akhir 

tahun yang  nantinya akan diaudit oleh BPK. Informan juga mengatakan bahwa 

dengan adanya aplikasi FMIS ini seluruh kegiatan perencanaan dan penatausahaan 

keuangan daerah dapat dilakukan secara optimal menggunakan aplikasi FMIS 

walaupun memang belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa kendala 

yang dalam aplikasi seperti masih sering terjadi kesalahan dalam pembuatan jurnal, 

dimana jurnal yang seharusnya tidak terbentuk mungkin karena ada salah entri 

tetapi sudah di unposting yang membuat jurnal terbentuk atau sebaliknya jurnal 

tidak terbentuk padahal data sudah dientri dengan benar akibat dari hal ini 

penerbitan laporan keuangan akan terhambat. 

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan dapat disimpulkan bahwa 

implementasi aplikasi FMIS ini sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, 
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aplikasi FMIS merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh pemerintah Daerah 

Kabupaten Cilacap untuk menunjang dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai 

dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 setiap pemerintahan daerah wajib 

menyediakan informasi pemerintah dalam bentuk sistem informasi dalam ini 

informan mengatakan bahwa sistem informasi yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada BPPKAD yaitu aplikasi FMIS ini dimana isi segala informasi 

keuangan daerah Kabupaten Cilacap sudah tersedia pada aplikasi tersebut. Aplikasi 

FMIS ini dibuat dalam bentuk underweb / web base supaya aplikasi mudah untuk 

diakses dimana saja, aplikasi FMIS ini juga masih terus dalam pengembangan dan 

selalu melakukan penyempurnaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan 

demikian untuk efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi FMIS ini sudah 

dapat dikatakan cukup efektif dan efisien dengan segala perkembangan yang terus 

dilakukan agar aplikasi dapat menunjang segala kegiatan dengan optimal. 

Hasil analisis yang sudah dilakukan melalui wawancara, observasi serta studi 

dokumentasi peneliti dengan para informan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap, 

dalam masa pengimplementasian FMIS sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

dengan kebijakan yang berlaku, namun terdapat beberapa kendala dalam 

pengimplementasiannya, dimana kendala yang dialami terkait dengan pembuatan 

jurnal otomatis dalam aplikasi FMIS ini yang sedikit sensitif karena terkadang ada 

jurnal yang seharusnya tidak terbentuk mungkin karena ada salah entri tetapi sudah 

di unposting tetapi jurnal malah terbentuk atau sebaliknya jurnal tidak terbentuk 

padahal data sudah dientri dengan benar akibat dari hal ini penerbitan laporan 

keuangan akan terhambat. Terkait dengan kendala ini dari pemerintah pusat 

khususnya pembuat aplikasi ini yaitu BPKP sudah ada pengembangan pada FMIS 

yaitu dengan adanya menu perbaikan, artinya dari informasi yang didapatkan dari 

informan pengoprasian aplikasi FMIS ini dapat dilakukan secara optimal tetapi 

belum maksimal karena terdapat kendala seperti yang sudah dijelaskan terkait 

pembuatan jurnal otomatis yang terkadang masih ada jurnal yang tidak mau 

terbentuk.  

Sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana terjadinya transisi pada 

perangkat pendukung kegiatan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara yaitu dari 

aplikasi SIMDA ke FMIS, saat ini apliaksi FMIS sudah cukup optimal dalam 
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mendukung kegiatan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, memang pada 

tahap awal pengoperasian FMIS ini menghadapi beberapa hambatan diantara 

muncul beberapa masalah seperti kekurangan fitur pada beberapa menu, sulitnya 

akses jaringan yang menyebabkan terjadinya error pada aplikasi, dan aplikasi sering 

down atau tidak bisa diakses karena kesalahan server ,untuk mengatasi hal tersebut 

BAPENDA aktif untuk mengikuti perkembangan penyempurnaan aplikasi FMIS  

(Tumanduk et al., 2022). 

 

5.2.2 Analisisi Kendala Pengiplementasian Aplikasi Financial Management 

Information System (FMIS) 

PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 95 

tahun 2018 menyebabkan adanya modifikasi dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem 

Informasi di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Setelah dilakukan penerapan metode 

teori model implementasi George C Edward III, terlihat adanya hambatan pada 

domain variabel komunikasi dan sumber daya.  

Menurut informan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam 

penerapan aplikasi FMIS untuk pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja 

daerah di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Analisis dan pembahasan berikut 

menguraikan kendala-kendala yaitu: 

1. Kendala Komunikasi 

Faktor komunikasi pada Implementasi Aplikasi Financial Management 

Information System (FMIS) pada BPPKAD Kabupaten Cilacap tidak 

mengalami kendala yang signifikan, dimana dalam berkomunikasi baik antar 

staf BPPKAD, bidang-bidang pada BPPKAD, hingga antar SKPD berjalan 

dengan baik, namun pada saat pengimplementasian Aplikasi FMIS tetap 

memerlukan komunikasi yang lebih baik untuk beberapa hal terkait dengan 

kendala yang dihadapi terutama jika sudah berkaitan dengan laporan keuangan 

seperti jurnal yang mungkin ada kesalahan atau tidak terposting pada sistem 

untuk segera dikomunikasikan karena melihat dari pernyataan yang diberikan 

oleh informan ada beberapa kendala terkait jurnal yang mengalami kesalahan 

tetapi tidak segera dikomunikasikan dan menemukan solusi yang 
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mengakibatkan ada keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan 

selanjutnya. 

Selain penjelasan diatas hal serupa juga dijelaskan pada beberapa 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari Novita D, 2022 ) menjelaskan 

bahwa dalam pengiplementasian sistem informasi pada suatu pemerintah 

daerah perlu untuk ada pengarahan dan komunikasi yang baik, karena sistem 

informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah tetap perlu ada perbaikan 

dan pengembangan secara terus menerus untuk mengatasi kendala yang 

bermunculan. 

2. Kendala Sumber Daya 

Hasil analisis yang sudah dilakukan melalui wawancara, observasi serta 

studi dokumentasi peneliti dengan para informan pada BPPKAD Kabupaten 

Cilacap, untuk kinerja pelayanan dibidang keuangan oleh Aplikasi FMIS 

didukung oleh sumber daya. Sumber daya tersebut adalah sumber daya 

manusia yakni satuan pengelola keuangan dan fasilitas penunjang nya yakni 

Aplikasi FMIS yang saat ini digunakan masih perlu ditingkatkan baik dari segi 

teknologi maupun kebijakan yang berlaku. 

Edward, G. C. (1984) menegaskan bahwa ketentuan dan aturan yang 

jelas, konsisten, tepat, dan akurat merupakan hal yang krusial bagi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Namun, jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki 

sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan mereka secara 

efektif, maka implementasi tersebut pasti akan gagal. Sumber daya ini 

mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya 

pendukung seperti fasilitas informasi. Berikut penjelasan dan analisis 

mengenai kendala yang terkait dengan sumber daya :  

 

2.1 Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Mnausia merupakan peran utama dalam 

pengiplementasian kebijakan dan Aplikasi FMIS berhasil atau gagal nya 

kebijakan untuk diterapkan itu bisa dilihat dari sumber daya manusianya 

apakah memadai atau tidak. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan 

penelitian sebagian besar menyatakan untuk sumber daya manusia pada 
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BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dan memadai dalam 

mengimplementasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan 

menggunakan aplikasi FMIS. Hal ini berdasar pada pernyataan yang diberikan 

informan, sejak awal tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Cilacap 

khususnya pada BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah menggunakan Aplikasi 

FMIS dimana dalam pelaksanaannya sudah optimal, tetapi terdapat kendala 

terkait terbatasnya skill dan pemahaman teknologi pada beberapa pengguna 

aplikasi. 

Selain penjelasan diatas hal serupa juga dijelaskan pada beberapa 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Balqis et al., (2021) menyatakan 

bahwa staff atau SDM merupakan aktor utama dalam pengimplementasian 

kebijakan oleh karena itu perlu adanya upgrade skill untuk menghindari adanya 

staff yang tidak paham dengan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah. 

 

2.2 Sumber Daya Penunjang  

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap 

sudah memadai dan cukup lengkap namun masih perlu ada peningkatan dalam 

beberapa hal terutama untuk aplikasi under web / web base yaitu aplikasi 

FMIS, untuk meningkatkan kapasitas pada software yang digunakan dan 

meningkatkan kualitas jaringan komputer dan komunikasi sehingga tidak 

terjadi server down karena banyaknya yang akses aplikasi ini. 

Selain penjelasan diatas hal serupa juga dijelaskan pada beberapa penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Tumanduk et al., (2022) terjadinya perubahan dari 

SIMDA ke FMIS mengakibatkan pada saat awal penggunaan aplikasi FMIS 

belum dilaksanakan secara maksimal, dimana masih terjadi beberapa kendala 

seperti adanya perbedaan letak menu, lalu kendala jaringan yang terkadang sulit 

masuk ke server, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan dan 

pengolahan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan 

seperti LRA pada UPTB. 

5.2.3 Analisis upaya mengatasi kendala Pengimplementasian Aplikasi Financial 

Management Information System (FMIS) 

1. Upaya mengatasi kendala komunikasi  
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Pengimplementasian pengelolaan keuangan menggunakan FMIS pada 

BPPKAD Kabupaten Cilacap dalam hal ini jika terjadi kesalahan posting atau 

ada jurnal yang tidak terposting ataupun sebaliknya untuk segera 

dikomunikasikan langsung dengan pihak yang memiliki tanggung jawab akan 

hal itu yaitu bidang akuntansi dan pelaporan atau jika terjadi kendala lain bisa 

langsung dikomunikasikan dengan fungsi pengelolaan keuangan terkait yang 

dapat membantu untuk menyelesaikan kendala atau masalah yang dihadapi. 

2. Upaya Mengatasi kendala sumber daya 

Upaya mengatasi sumber daya dalam hal ini adalah fasilitas penunjang 

kinerja pengelolaan keuangan melalui aplikasi FMIS dimana pada BPPKAD 

menggunakan jaringan dalam kapasitas yang maksimal untuk kebutuhan 

pelayanan di bidang keuangan. 

Terkait dengan kendala sumber daya manusia, terbatasnya skill dan 

pemahaman teknologi pada beberapa pengguna aplikasi, upaya yang dilakukan 

yaitu dengan terus melakukan pengembangan dan upgrade skill baik dari sisi 

teknologi dan kebijakannya dengna cara mengadakan pelatihan pada BPPKAD 

sendiri pelatihan ini sering dikenal dengan BIMTEK yang selalu diadakan 

secara rutin untuk meningkatkan skill dan pemahaman SDM nya. 

Selain itu BPPKAD Kabupaten Cilacap dalam hal Pembinaan Keuangan 

dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan FMIS dilakukan upaya untuk 

mengatasi kendala-kendala teknis dengan melakukan Bimbingan teknis secara 

rutin, BPPKAD Kabupaten Cilacap selalu mengikuti perkembangan dalam 

penyempurnaan dari aplikasi FMIS dengan melakukan pendampingan kepada 

entitas akuntansi serta meningkatkan komunikasi, koordinasi dan komunikasi 

secara efektif kepada seluruh SKPD penggunaan FMIS. 

5.3 Kesimpulan   

1. Implementasi Aplikasi Finacial Management Information System (FMIS) pada 

BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah 

Kabupaten Cilacap, segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

BPPKAD dalam pengelolaan keuangan seluruhnya sudah memanfaatkan 

sistem informasi dalam hal ini yaitu Aplikasi Financial Management 

Information System, contohnya untuk pembuatan laporan keuangan seluruhya 
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sudah bisa dilakukan pada Aplikasi Financial Management Information 

System (FMIS). 

2. Pada pegimplementasian Aplikasi Financial Management Information System 

(FMIS) tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, beberapa kendala yang 

dihadapi adalah sebagai berikut :  

a. Kendala komunikasi, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

kendala komunikasi tidak terlalu signifikan hanya saja perlunya kesadaran 

para pengguna aplikasi ini untuk segera mengkomunikasikan kepada 

pihak terkait ketika terjadi kendala. 

b. Kendala sumber daya, sumber daya penunjang pada BPPKAD Kabupaten 

Cilacap sudah cukup memadai dilihat dari segi sarana dan prasarana yang 

disediakan, namun ada beberapa sumber daya penunjang seperti 

peningkatan software dan peningkatan kualitas jaringan untuk 

memudahkan pada penggunaan aplikasi. 

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pengimplementasian Aplikasi 

Financial Management Information System (FMIS), upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala komunikasi yaitu dengan segera mengkomunikasikan 

dengan pihak terkait jika terjadi kesalahan posting atau lain sebagainya 

khususnya dengan bidang Akuntansi dan Pelaporan, lalu terkait dengan 

kendala sumber daya manusianya yaitu dengan mengadakan BIMTEK secara 

rutin guna selalu mendapatkan informasi jika terjadi perbaikan dan 

pengembangan aplikasi, lalu untuk kendala sumber daya penunjang BPPKAD 

perlu meningkatkan kualitas server dan jaringan dengan maksimal, agar segala 

aktivitas pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. 

5.4 Saran 

Guna meningkatkan pengelolaan keuangan pada BPPKAD Kabupaten 

Cilacap sebagai entitas dengan tugas dan fungsi mengelola keuangan dan aset 

daerah diharapkan : 

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan BPPKAD perlu melakukan pengembangan 

lebih lanjut terkait Aplikasi Financial Management Information System 

(FMIS) 
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2. Dalam pengembangan Aplikasi BPPKAD dan pembuat aplikasi perlu lebih 

melakukan penekanan perbaikan sistem pada menu jurnal supaya tidak terjadi 

hal hal seperti munculnya jurnal jurnal yang tidak diinginkan. 

3. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan BPPKAD perlu meningkatkan server dan 

jaringan karena sistem sering sekali terhenti apabila kualitas jaringan rendah. 
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